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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR
TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

8 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerntahan daerah, peru

L

disusun Hencana Kena Pembangunan Daerah sebagal pedoman
dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belan)a
Daerah (RAPBDY

bahwa Rencans Kera Pembangunan Daerah adalah merupakarn
penjabaran  dan  Rencana Pembangunan  Jangka Menengah
Uasrah sebagaimana telah ditetapkan dengan  Peraturan Daerah
Rabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tenlang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (REJIMD) Kabupaten Bekas:
Tahun 2007-2012: .

bahwa berdasarkan pertimbangan =ebagaimana  dimaksod pada
huruf a dan huruf b di dtas, maka perlu ditelapkan Persturan Bupati
terdang  Rencana Kera Pembangunan Dasrah Kabupaten Bekasi
Tahun 2012,

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950 tentang  Pembentukan
Uasgrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propins: Jaws Baral
{Benla Negara Tabun 1850),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistern Perencanaan
Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara Republik  Indenesiz
Tahun 2004 Momor 104, Tambahan Letnbaran Negara Republik
Indanesia Nomaor 4421)

Unc;ﬂng-Uhdang Noemar 32 Tahun 2004 Enlang Pemenmishan
Dagrah sebagaimana tefah diubah beberapa kal terakhir dengan
Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atag Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republis Indonesis Tahun 2008 Nomor 59,
Tambatan Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor £844)
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Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentany Penmbangan
Keuangan Astara Pemerintah Pusat dan Pemerintehan Dasrah
(Lembaran Megara Fepublik Indonssia Tahun 2004 Nomeor 128,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2007 fentang Rencana
Fembangunan Jangka Panjang (RPJP) MNasional {Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 33, Tambahan Lembaran

MNegara Republik Indonegia Nomor 4700)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tabun 2004 tentang Rencana Kena
Pemenntah (Lembaran Msgara Republik Indonesia Tahun Eﬂ{}d
Momor 74, Tambahan Lembaran WNegara Repubhk Indonesia

Momor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan
Yeuvaegan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 140, Tambahan Lembaran Negara Respublik Indonesia
Nomar 4578);

Peraturan Femeriniah Nomor 40 Tahun 2006 tenlasg Tata Cara
Panyusunan Perancanaan Pembangunan Nasional (Lembaran MNepgara
Republik Indonesla Tahun 2008 Nomer 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4664)

Peragturan Pemeriniah Nomor 38 Tehun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintghan Antara  Pemerintah, Pemerinlahan Daerah
Provinsi den Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kola  (Lembaran
Negara Republik Indonegia Tabhun 2007 MNemor 82 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indenes:a Nomor 4737)

Peraturan Mentari Dalam Negen MNomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelalaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ciubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Meger Momar 58 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraluran Menten Dalam Negen Momor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelotaan Keuvangan Daerah;

Paraturan Mentari Dalam Negerd Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraluran Pemerntah Momor B Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan  Evaluasi

pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Paraturan Dasrah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 fentang
Fokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Wabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 13,

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momar 13 Tahun 2007 temang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi
Tahun 2007-2012 {Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007
Nomar 13),

Feraturan Daerah Kabupalen Bekas) Nomor 7 Tahun 2008  terilang
Urdsan Pemerintahan Kabupsien Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 5),

F'Efatu_ran_Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun-.?crfl:lg tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
rabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomar 7);




18, Peraturan Bupali Bekas: Momor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembapgunan Tahunan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 13)

MEMUTUSKAN:

Menstapkan | PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG RENCANA KERJA
FEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pembangunan Dacrah (RKPD) Kabupaien Bekas! Tahum 2017 adalsh
Dokumen perencanaan Dserah unluk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai dari lénggal
1 Januan sampai dengan 31 Desember 2012, yang rinciannya sebagaimana lercantum
dalam Lampiran | dan Lampiran I peraturan inr,

(2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD} Kabupaten Bekasi Tahun 2042
sebagaimana  dimaksud pada  &Gyat (1), merupakan p-&njabaraﬁ darl Rencana
Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Kabupaten Bekasi Tahun 2007-
2012 dan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 sera Rencana Kerja
Femerintah (RKP) yang memual kerangka ekonomi dasrah, priortas pem bangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemeriniah
Daerah maupun yang ditempuh da ngan mendorong parisipas: masyarakal

Pasal 2

(1) RXPD Xabupaten Bekasi Tahun 2012 bedujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan
pembangunan daerah antar wilayah, anlar sekior pembangunan dan antar tingkat
pemerintahan serta mewvjudkan efisiensi alokas! sumber daya dalam pembangunan
dasrah

m Habupaten Bekasi Tshun 2012 berfungsi sebagai -
a Pedoman penyusunan Rencana Kera Satuan Kera Perangkat Daerah {Renja-5KPD)
Tahun 2012;

& Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
samentara (PPAS) dan RAPED Rabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012

Fasal 3

—

Doam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada
m 2 ayat {2) huruf a, SKPD menggunakan BKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2012 untuk

& Penyusunan Rancangan Akhir Renja-8KPD Tshun 2012 vang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SKPD,



iy

b Bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD) Tahun 2012 dengan memperhatikan petunjuk teknis, standar biaya dan
stamdar harga barang/jasa yang telah ditetapkan.

Pasal 4

¥epala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi melakukan penelaahan
s=rhadap Rancangan Akhir Renja-SKPD mengenai kesesualannya dengan RKPD dan Renstra
SKPD.

Pasal 5

(1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-SKPD tahun sebelumnya.

(2] Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menyusun evaluasi
rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat {1).

{3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam penyusunan
REPD Tahun 2012.

Pasal &

Uraian RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Paraturan inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasl.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal
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